
SHARE: Journal of Service Learning Vol. 10, No. 2, Agustus 2024, pp. 95 – 103 
p-ISSN 2338-7866, e-ISSN 2655-4720 

Copyright © 2024 Authors. This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 

Edukasi Pelaporan Perpajakan Pekerja Gereja untuk Meningkatkan 
Kepatuhan Pajak 

 
Dean Charlos Padji Dogi1*, Yenni Mangoting2, Retnaningtyas Widuri3, Agus Arianto Toly4 

1,2,3,4 Petra Christian University, Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, Indonesia 
*Penulis korespondensi; Email: dean.charlos@petra.ac.id 

 

Abstrak 
 
Terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami kewajiban untuk mendaftarkan 
diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kesenjangan ini menyebabkan 
tingkat ketidakpatuhan perpajakan yang tinggi, khususnya di kalangan pekerja gereja, yang sering 
kali belum sepenuhnya memahami tanggung jawab perpajakan mereka. Akibat dari ketidakpahaman 
ini adalah ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan finansial di kemudian 
hari. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kepatuhan perpajakan para pekerja gereja dalam melaksanakan kewajiban pelaporan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua 
tahap edukasi yang terstruktur. Pada tahap pertama, pekerja gereja diberikan pemahaman 
mendalam mengenai konsep dasar perpajakan, yang mencakup definisi, tujuan, serta manfaat pajak 
bagi pembangunan negara Indonesia. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang 
kewajiban gereja atau organisasi pengelola gereja untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, termasuk peran mereka sebagai pemotong pajak yang sah. Pada tahap 
kedua, para pekerja gereja mengikuti pelatihan praktis pengisian SPT 1770, yang difasilitasi oleh 
mahasiswa, dosen, dan praktisi perpajakan berpengalaman. Hasil dari kegiatan pengabdian 
masyarakat ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para pekerja gereja dalam memahami 
berbagai aspek kewajiban perpajakan, serta peningkatan kemampuan mereka dalam melaksanakan 
kewajiban pelaporan SPT 1770 dengan benar.  
 
Kata kunci: pelaporan perpajakan, pekerja gereja, kepatuhan pajak. 
 
Abstract 
 
There is a significant knowledge gap in understanding the obligation to register for a Taxpayer 
Identification Number (NPWP) for individuals who have met the subjective and objective requirements 
under tax regulations. This gap leads to high levels of tax non-compliance, particularly among church 
workers, who often do not fully grasp their tax responsibilities. The lack of understanding can result in 
non-compliance, potentially causing legal and financial issues in the future. Therefore, this community 
service project aims to enhance the understanding and compliance of church workers in fulfilling their 
obligations to file the Annual Tax Return (SPT) for individual taxpayers. The project is implemented 
through two structured stages of education. In the first stage, church workers are provided with a 
comprehensive understanding of basic tax concepts, including the definition, purpose, and benefits of 
taxes for Indonesia’s development. Additionally, they are equipped with knowledge regarding the 
obligations of churches or church-managing organizations to withhold taxes in accordance with 
applicable regulations, including their role as authorized tax withholders. In the second stage, church 
workers participate in practical training on completing the SPT 1770, facilitated by students, lecturers, 
and experienced tax practitioners. The results of this community service activity show a high level of 
enthusiasm among church workers in understanding various aspects of tax obligations, as well as an 
improvement in their ability to correctly fulfill the SPT 1770 filing requirements. Church workers now 
realize that neither the church nor they, as individuals, are exempt from fulfilling tax obligations, 
including paying, withholding, and collecting taxes in accordance with the applicable laws and 
regulations in Indonesia. 
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PENDAHULUAN  
 
Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan negara. Untuk mengoptimalkan 
pemungutan pajak, pemerintah memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap Wajib 
Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP ini berfungsi sebagai identitas resmi Wajib 
Pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional, dan untuk memastikan 
setiap individu atau entitas berkontribusi secara adil, pemerintah Indonesia memberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak. NPWP adalah nomor identifikasi unik yang 
digunakan dalam administrasi perpajakan dan menjadi tanda pengenal bagi Wajib Pajak dalam 
menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya (Pemerintah Indonesia, 2007). NPWP berfungsi 
sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
 
Menurut Undang-Undang tersebut, setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif wajib memiliki NPWP. Persyaratan subjektif mengacu pada keadaan di mana seorang 
individu dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, misalnya, apabila ia tinggal di Indonesia selama 
lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Di sisi lain, 
persyaratan objektif berkaitan dengan adanya penghasilan yang diperoleh oleh individu tersebut, 
yang mencakup berbagai bentuk pendapatan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan imbalan 
lainnya (Pemerintah Indonesia, 2008). 
 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan secara eksplisit menyebutkan 
bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang 
dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dalam bentuk apa 
pun. Hal ini mencakup penghasilan yang diperoleh dari hubungan kerja atau sebagai profesional, 
seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 
dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, setiap individu yang memenuhi kriteria subjektif dan 
objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaksanakan kewajiban 
perpajakannya, termasuk pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak 
Orang Pribadi. 
 
Namun, meskipun ketentuan perpajakan ini jelas dan tegas, masih terdapat banyak tantangan dalam 
implementasinya di lapangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan 
perpajakan di kalangan masyarakat. Dalam berbagai studi, seperti yang diungkapkan oleh Pratama 
(2018), Indrawan & Binekas (2018), dan Negara & Purnamasari (2018), diketahui bahwa pengetahuan 
perpajakan yang baik berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Kesenjangan pengetahuan 
ini menjadi lebih nyata dalam konteks organisasi keagamaan, khususnya gereja, di mana terdapat 
kebingungan mengenai kewajiban perpajakan, baik dari sisi pemotongan dan penyetoran pajak atas 
penghasilan pekerja gereja, maupun pemahaman akan kewajiban melaporkan pajak. 
 
Secara khusus, banyak gereja yang belum sepenuhnya memahami bahwa penghasilan yang diterima 
oleh pekerja gereja, seperti pendeta atau staf gereja, termasuk objek pajak yang diatur dalam Pasal 
4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pekerja gereja yang menerima 
penghasilan dari hubungan kerja atau kegiatan profesional lainnya wajib memiliki NPWP dan 
melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan 
formulir 1770, 1770S, atau 1770SS, sesuai dengan jenis dan jumlah penghasilan yang diterima. 
 
Penghasilan yang diterima oleh pekerja gereja, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau 
pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh 
Subjek Pajak dalam negeri, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan. Peraturan teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 
pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
16/PJ/2016, yang menetapkan bahwa gereja atau organisasi yang membawahi gereja, sebagai Wajib 
Pajak badan, berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan pekerja mereka. 
Selain itu, jika seorang pendeta menerima tambahan penghasilan dari kegiatan lain, seperti 
memberikan ceramah atas undangan organisasi, penghasilan tambahan ini juga merupakan objek 
pajak yang harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Dalam realitas di lapangan, masih banyak pekerja gereja yang belum menyadari atau memahami 
kewajiban ini, sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk itu, 
dilakukan upaya edukasi kepada pekerja gereja mengenai pentingnya memiliki NPWP dan melaksanakan 
pelaporan pajak dalam SPT Tahunan, sebagai bagian dari kewajiban perpajakan yang harus 
dipenuhi. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pekerja gereja, sehingga dapat mendukung tercapainya 
target penerimaan pajak negara secara optimal. 
 
METODE PELAKSANAAN 
 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disusun 
berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak pekerja gereja, khususnya dari Gereja Sidang Jemaat 
Allah (GSJA), untuk memastikan pelatihan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Berikut adalah 
tahapan-tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan ini: 
1. Tahapan Perencanaan 

a) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan 
pelatihan berdasarkan permintaan khusus dari pihak gereja. Berdasarkan komunikasi awal, 
ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh pekerja gereja adalah kurangnya 
pemahaman tentang ketentuan perhitungan dan pelaporan pajak atas penghasilan yang 
diterima dari kegiatan keagamaan. Kesulitan dalam melaporkan penghasilan, harta, dan utang 
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga diidentifikasi sebagai isu penting. Oleh 
karena itu, diperlukan bimbingan teknis khusus terkait pelaporan SPT. 

b) Penentuan Formasi Pengajar: Dalam tahap ini, dilakukan seleksi dan penentuan formasi 
pengajar yang melibatkan dosen dari bidang Tax Accounting dan mitra praktisi perpajakan. 
Kolaborasi ini penting agar materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi praktik terkini di 
lapangan dan relevan dengan kebutuhan peserta. 

c) Penentuan Materi dan Lingkup Pelatihan: Materi pelatihan dirancang untuk mencakup 
definisi, tujuan, dan manfaat pajak bagi negara Indonesia, serta pemahaman mengenai 
kewajiban gereja atau organisasi pengelola gereja dalam melakukan pemotongan pajak. Materi 
ini disusun secara sistematis dan mencakup topik-topik seperti pengisian SPT, pemahaman 
dasar perpajakan, serta studi kasus yang relevan. 

2. Tahapan Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan di Universitas Kristen Petra dan berlangsung dalam 
dua sesi utama, yang difasilitasi oleh dosen Tax Accounting dan mitra praktisi. 
a) Sesi Pertama - Pengantar Perpajakan: Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman dasar 

mengenai perpajakan, termasuk definisi, tujuan, dan manfaat pajak. Selain itu, mereka juga 
dibekali pengetahuan tentang kewajiban gereja atau organisasi pengelola gereja untuk 
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pekerja gereja. Materi 
pelatihan disampaikan dalam bentuk presentasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab untuk 
memastikan peserta memahami konsep yang dijelaskan. 

b) Sesi Kedua - Pelatihan Pengisian SPT 1770: Pada sesi ini, peserta diberikan pelatihan praktis 
tentang cara mengisi SPT 1770, yang merupakan formulir pelaporan pajak untuk wajib pajak 
orang pribadi. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan praktisi, yang secara bersama-
sama memberikan panduan dan asistensi kepada peserta untuk memastikan mereka dapat 
mengisi SPT dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Simulasi pengisian SPT 
dilakukan secara langsung dengan contoh kasus yang sering dihadapi oleh pekerja gereja. 

 

  
Gambar 1. Aktivitas pengabdian masyarakat 

Sumber: Dokumentasi Tim 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Pekerja gereja sering kali menghadapi tantangan dalam memahami kewajiban perpajakan, terutama 
terkait penghitungan PPh 21 dan pengisian SPT Tahunan Formulir 1770. Berdasarkan diskusi awal 
dengan pihak Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), teridentifikasi bahwa banyak pekerja gereja 
kurang memahami mekanisme perhitungan pajak dan prosedur pelaporan yang benar. Kebutuhan 
ini menjadi dasar perancangan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas 
dan aplikatif mengenai kewajiban perpajakan. 
 
Materi pertama yang disampaikan adalah pengantar perpajakan, yang secara khusus membahas 
definisi, tujuan, dan manfaat pajak, serta kewajiban pemotongan pajak bagi institusi keagamaan. 
Sesi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar pekerja gereja dalam memahami mengapa pajak 
harus dibayar dan bagaimana institusi mereka terlibat dalam proses perpajakan. Melalui presentasi 
visual dan diskusi interaktif, peserta dapat lebih mudah memahami konsep-konsep ini, yang 
sebelumnya mungkin terasa abstrak atau tidak relevan. 
 
Selanjutnya, sesi penghitungan PPh 21 menjadi krusial, mengingat perubahan regulasi yang 
mempengaruhi perhitungan pajak ini. Sesi ini menjawab kebutuhan pekerja gereja untuk memahami 
perbedaan antara ketentuan lama dan baru dalam perhitungan PPh 21. Dengan memaparkan tabel 
perbandingan dan mengajarkan cara menghitung pajak yang tepat, peserta memperoleh pengetahuan 
yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Ini sejalan dengan 
temuan terbaru oleh Saad (2020), yang menunjukkan bahwa pendidikan pajak yang komprehensif 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks perubahan regulasi. 
 
Materi pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 juga merupakan bagian penting dari pelatihan ini. 
Banyak pekerja gereja yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, sehingga mereka perlu 
memahami cara melaporkan penghasilan tersebut dengan benar. Sesi ini memberikan panduan 
langkah demi langkah, mulai dari pengisian data pribadi hingga perhitungan PPh terutang dan 
pencatatan bukti potong. Dengan simulasi pengisian SPT yang relevan dengan kondisi nyata mereka, 
peserta mampu mengatasi kesulitan yang sering mereka hadapi dalam pelaporan pajak. Penelitian 
oleh Aini dan Fitriani (2021) mendukung pendekatan ini, menunjukkan bahwa pelatihan berbasis 
simulasi dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengisi dan 
melaporkan SPT dengan benar. 
 

 
Gambar 2. Perbandingan Penghitungan PPh 21 atas gaji pendeta per bulan berdasarkan ketentuan sebelum 

dan setelah Tahun 2024 
 
Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami kewajiban perpajakan 
mereka, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam mengisi formulir SPT dan mematuhi jadwal 
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pelaporan pajak tahunan. Dengan pengetahuan baru ini, para pekerja gereja dapat memastikan 
bahwa mereka mematuhi semua regulasi perpajakan yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan 
pelaporan yang dapat berdampak negatif pada institusi mereka. Efektivitas pelatihan ini tercermin 
dalam umpan balik peserta, yang menyatakan peningkatan pemahaman dan kemampuan praktis 
mereka dalam menghadapi kewajiban perpajakan. 
 
Pelatihan pengisian SPT ini dimulai dengan pemanduan langkah demi langkah yang terfokus pada 
pengisian bagian-bagian penting dalam formulir SPT 1770. Setiap bagian dari formulir ini memiliki 
peran krusial dalam memastikan kelengkapan dan akurasi pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. Peserta 
diajak untuk memahami dan mengisi secara detail setiap komponen yang diperlukan, mulai dari 
identitas wajib pajak hingga daftar harta dan utang, guna memastikan tidak ada informasi penting 
yang terlewat. Proses ini dirancang untuk membangun kepatuhan peserta terhadap peraturan 
perpajakan, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dengan 
benar dan tepat waktu. Berikut adalah tujuh bagian utama yang menjadi fokus dalam pelatihan 
pengisian SPT 1770. 
 
Identitas Wajib Pajak 
 
Bagian identitas Wajib Pajak (WP) dalam SPT 1770 mencakup informasi mendasar seperti status 
pernikahan, klasifikasi lapangan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama WP, dan nomor 
kontak. Ketepatan dan kelengkapan data ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perhitungan 
pajak yang benar. Dalam pelatihan, penekanan diberikan pada pentingnya keakuratan informasi ini 
untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat mengakibatkan masalah hukum atau denda 
di kemudian hari. Dengan memastikan bahwa semua data identitas WP diisi dengan benar, peserta 
pelatihan diharapkan memahami bahwa ini adalah langkah pertama menuju kepatuhan perpajakan 
yang baik. Identitas yang akurat memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi yang 
tepat dan memastikan bahwa WP terdaftar sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

 
Gambar 3. Kolom Identitas Wajib Pajak dalam SPT 1770 

Sumber: Olahan Penulis 
 
Data Penghasilan yang Diterima dalam Setahun 
 
Bagian ini mencakup seluruh penghasilan WP dari berbagai sumber selama setahun, termasuk 
penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain yang tidak dikenakan pajak secara final. Melaporkan 
seluruh penghasilan secara lengkap adalah bukti kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan, 
karena hal ini menunjukkan transparansi dalam mengungkapkan kemampuan ekonomis yang dapat 
dikenakan pajak. Pelatihan menekankan pentingnya pelaporan penghasilan yang benar dan 
komprehensif untuk memastikan bahwa WP memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Ini juga mencegah terjadinya penghindaran pajak dan memastikan bahwa 
pajak terutang dihitung dengan benar berdasarkan seluruh pendapatan yang diterima. 
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Gambar 4. Data penghasila yang diterima Wajib Pajak 

Sumber: Olahan Penulis 
 

Data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
 
Data PTKP dalam SPT 1770 disesuaikan dengan kondisi tanggungan WP, seperti status K/2 untuk 
WP yang sudah menikah dan memiliki dua tanggungan. PTKP ini mengurangi jumlah penghasilan 
yang dikenakan pajak, sehingga penting bagi WP untuk mencatatnya dengan tepat sesuai dengan 
kondisi aktual. Pelatihan bertujuan agar peserta memahami bagaimana PTKP dihitung dan 
bagaimana ini dapat mengurangi beban pajak mereka secara sah. Dengan menyampaikan PTKP yang 
akurat, WP memastikan bahwa perhitungan pajak terutang dilakukan dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor yang meringankan, sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. 
 
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang 
 
Bagian ini melibatkan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan ketentuan perpajakan 
Indonesia. Dalam pelatihan, peserta diajarkan cara menghitung pajak terutang dengan benar, 
menggunakan data penghasilan yang telah dilaporkan sebelumnya. Pemahaman ini penting untuk 
memastikan bahwa WP mengetahui dengan pasti berapa besar pajak yang harus mereka bayarkan. 
Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat menyebabkan pembayaran yang kurang atau lebih, yang 
keduanya memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perhitungan yang akurat merupakan 
indikator langsung dari kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 
Tabel 1. Perhitungan PPh terhutang WP orang pribadi setahun 

Mekanisme Perhitungan PPh Terhutang 
Penghasilan Neto dan Usaha/Pekerjaan Bebas - 
Penghasilan Neto dari Pekerjaan 106.530.000 
Penghasilan Neto Lainnya 48.000.000 
Penghasilan Neto Luar Negeri - 
Total Ph Neto 154.530.000 
PTKP (K/2) 67.500.000 
PKP 87.030.000 
PPh Terhutang  
5% * Rp. 60.000.000 3.000.000 
15% * Rp. 27.030.000 4.054.000 
Total PPh Terhutang 7.054.000 

Sumber: Olahan penulis 
 
Pengkreditan Pajak atas Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Ketiga 
 
WP dapat mengkreditkan pajak atas penghasilan yang pajaknya telah dipotong oleh pihak ketiga, 
seperti oleh pemberi kerja. Bagian ini penting untuk memastikan bahwa WP tidak membayar pajak 
dua kali atas penghasilan yang sama. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya mencantumkan 
informasi ini dengan benar untuk memastikan bahwa WP mendapatkan kredit pajak yang sesuai, 
sehingga pajak terutang tidak melebihi yang seharusnya. Dengan memasukkan pengkreditan pajak 
ini, WP menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sambil memastikan bahwa mereka 
tidak membayar lebih dari yang diperlukan. 
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Gambar 5. Perhitungan PPh Terhutang dan PPh Kurang Bayar 

Sumber: Olahan Penulis 
 
Perhitungan Pajak yang Masih Harus Dibayar Sendiri oleh WP 
 
Setelah memperhitungkan pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga, bagian ini mengkalkulasi 
jumlah pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh WP. Pelatihan bertujuan agar WP mampu 
menghitung secara mandiri berapa besar tambahan pajak yang masih harus mereka setorkan ke kas 
negara. Ini adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa WP tidak hanya bergantung pada 
pemotongan pajak oleh pihak ketiga tetapi juga memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka 
untuk menyetorkan pajak yang mungkin masih terutang. Ketepatan dalam perhitungan ini 
mencerminkan tingkat kepatuhan WP dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan 
mereka secara menyeluruh, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.  
 
Daftar Harta dan Hutang 
 
Bagian terakhir dari SPT 1770 mencakup daftar harta dan hutang WP. Pelaporan harta dan hutang 
ini penting untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan WP, yang digunakan 
oleh otoritas pajak untuk memverifikasi keakuratan pelaporan penghasilan. Dalam pelatihan, 
peserta diajarkan untuk mencatat seluruh harta dan hutang dengan detail dan transparan, sebagai 
bagian dari kewajiban mereka untuk mengungkapkan seluruh informasi yang relevan kepada otoritas 
pajak. Dengan mencatatkan semua harta dan hutang, WP tidak hanya mematuhi ketentuan 
pelaporan tetapi juga menghindari potensi masalah di kemudian hari yang dapat muncul akibat 
pengungkapan yang tidak lengkap atau tidak akurat. 
 
Dengan memahami dan menerapkan setiap bagian ini dalam pelaporan SPT, peserta pelatihan 
diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan meminimalkan 
risiko ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Hasil dari pelatihan ini 
diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan WP dan kesadaran mereka akan pentingnya 
pelaporan yang akurat dan transparan. 
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Gambar 6. Posisi Aset dan Utang Wajib Pajak dalam SPT Tahunan 1770 

Sumber: Olahan Penulis 
 

  
 

 
Gambar 7. Aktivitas pengisian form SPT Tahun 1770, menggunakan form fisik dan elektronik 

Sumber: Dokumentasi Tim 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 
Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja gereja 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, khususnya melalui pengisian formulir SPT 1770. 
Dengan menyajikan materi secara terstruktur mulai dari identitas wajib pajak, perhitungan 
penghasilan, hingga penyampaian daftar harta dan utang, peserta mampu memahami pentingnya 
akurasi dan kelengkapan data, serta kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara transparan. 
Hasil dari sesi pelatihan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan peserta, yang 
kini lebih siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya peran gereja sebagai entitas yang harus 
menjalankan fungsi pemotongan pajak dengan benar. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan 
agar pelatihan ini dilengkapi dengan materi yang lebih rinci dan interaktif, serta melibatkan lebih 
banyak peserta dari berbagai gereja. Penggunaan teknologi digital dalam penyampaian materi juga 
perlu dipertimbangkan untuk mempermudah akses dan menjangkau lebih banyak pekerja gereja. 
Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pekerja 
gereja akan terus meningkat, memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan 
secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
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